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ABSTRAK 

Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2024/Pn Bna) 

Tebal Skripsi  : 65.Halaman  

Pembimbing I  : Dedy sumardi, M.Ag 

Pembimbing II  :  Riadhus Sholihin, M.H 

Kata kunci  :Hukum Pidana Islam, Anak, Pengeroyokan, 

Pertanggungjawaban Pidana, Ta‟zir 

 
Sistem hukum saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan 

yang memadai bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan, 

terutama dalam kasus pengeroyokan. Hal ini terlihat pada putusan Pengadilan 

Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus - Anak/2024/PN Bna, di mana anak pelaku 

pengeroyokan dijatuhi hukuman penjara. sistem hukum seharusnya memberikan 

perlindungan yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip rehabilitasi dan 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Penelitian ini berjudul "Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan (Studi Putusan 

Nomor 4/Pid.Sus - Anak/2024/PN Bna)", dengan pokok permasalahannya adalah 

bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA 

dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pengoroyokan dan bagaimana 

tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tersebut yang bertujuan untuk 

menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks hukum pidana 

Islam terkait dengan kasus pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

yuridis normatif, yang mengedepankan analisis terhadap putusan pengadilan dan 

literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim 

Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN 

Bna mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap selama 

persidangan. Unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah 

terpenuhi, di mana para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 

pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, serta tidak menemukan alasan 

pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana 

anak dan dalam menjatuhkan hukuman hakim juga mempertimbangkan usia anak 

terdakwa yang telah mencapai 15 dan 17  tahun. Dalam tinjauan hukum pidana 

Islam, anak pelaku pengeroyokan yang berusia 15 dan 17 tahun dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana, mengingat mereka telah mencapai usia baligh dan 

memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk.  Hukum Islam 

menerapkan sanksi ta'zir yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan hukuman 

had atau qishas. 
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KATA PENGANTAR  

يِ ٱلرٰحِينِ  ِ ٱلرٰحْو ه
ه
 بِسْنِ ٱلٰلَّ

 

Alhamdulillahirabbil‟alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa 
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kepada Rasulullah Shallahu‟Alaihi wa Sallam, beserta keluarganya, sahabatnya, 

dan kepada seluruh umat Islam diseluruh dunia. Dengan segala rahmat, ridho 

dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan (Studi Putusan 

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bna)”.  

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah memperoleh banyak sekali 

ilmu, bimbingan, nasehat, bantuan dan saran serta kerjasama dari berbagai 

pihak. Oleh karna itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih dan 

perhargaan sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh. 

2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Ar-Raniry. 

3. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana 

Islam. 

4. Dr.Yuni Roslaili, M.A selaku Penasehat Akademik selama perkuliahan. 

5. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.  selaku Pembimbing Pertama dan Bapak 

Riadhus Sholihin, M.H selaku Pembimbing Kedua. yang telah berkenan 

memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga 

segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Segala 

motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah 

diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 
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6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- 

Raniry 

7. Selanjutnya ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis persembahkan 

kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah menyemangati serta 

memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis. 

8. Seluruh teman penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat 

sehingga rampunglah skripsi ini, terkhususnya kepada Rizka Putri Ananda 

dan kepada Rohil Zikri  

 

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan 

sebagai imbalan, kecuali do‟a semoga Allah membalas kebaikannya dengan 

balasan yang lebih baik. Skripsi yang sederhana ini terlahir dari usaha yang 

maksimal dari kemampuan terbatas pada diri penulis.  

Demikian skripsi yang penulis susun, Semoga bermanfaat bagi banyak 

orang khususnya kepada penulis sendiri dan semua pihak yang turut ikut serta 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu 

dan transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alif  ا

tidak 

dilambang-

kan 

tidak 

dilambang

-kan 
 ṭā‟ ṭ ط

  te 

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ Bā‟ B Be  ب

zet 

(dengan 

titik di 

bawah) 

 „ ain„ ع Tā‟ T Te  ت

koma 

terbalik 

(di atas) 

 Ṡa‟ ṡ  ث

es (dengan 

titik di 

atas) 
 Gain G Ge غ

 Fā‟ F Ef ف Jīm J Je  ج

 Hā‟ H  ح

ha (dengan 

titik di 

bawah) 
 Qāf Q Ki ق

 Kāf K Ka ك Khā‟ Kh ka dan ha  خ

 Lām L El ل Dāl D De  د

 Zāl Ż  ذ

zet (dengan 

titik di 

atas) 
 Mῑm M Em م

 Nun N En ى Rā‟ R Er  ر

 Wau W We و Zai Z Zet  ز

 Hā‟ H Ha ه Sīn S Es  س



 

ix  

 Hamzah „ Apostrof ء Syn Sy es dan ye  ش

 Ṣad ṣ  ص

es (dengan 

titik di 

bawah) 
 Yā‟ Y Ye ي

 Ḍad ḍ  ض

de (dengan 

titik di 

bawah) 
    

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftongdan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  fatḥah A 

 َِ  Kasrah I 

  َ  Dhommah U 

 

b. Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin 

َ  ي  fatḥah dan yā‟ Ai 

َ  و  fatḥah dan wāu Au 

 

Contoh: 

 Haula : هول Kaifa :كيف

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin 

َ  ا / ي  fatḥah dan alif atau yā‟ Ā 

َِ ي  kasrah dan yā‟ Ī 

َ  ي  dhommah dan wāu Ū 

Contoh: 

 qāla :          قال
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 ramā :          رهى

 qīla :         قيل

 yaqūlu :         يقول

 

4. Tā’marbutah (ة) 

Transliterasi untuk tā‟marbutah ada dua: 

a. Tā‟marbutah (ح) hidup 

Tā‟marbutah (ح) yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan 

dhommah, transliterasinya adalah t. 

b. Tā‟marbutah (ح) mati 

Tā‟marbutah (ح) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā‟marbutah (ح) diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka tā‟marbutah (ح) itu ditransliterasi dengan h. 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl / rauḍatulaṭfāl : روضة الاطفال

 al-Madīnatul Munawwarah :        الودينة الونورة

 Ṭalḥah :               طلحة
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Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia 

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan yang signifikan terkait 

anak sebagai pelaku kejahatan. Peningkatan tindakan kriminalitas ini, kemudian 

menarik perhatian bagi para aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat 

umum. Meski pemerintah telah berkomitmen melalui berbagai instrumen hukum 

nasional dan internasional untuk melindungi hak-hak anak, kekerasan yang 

dilakukan oleh anak terhadap sesamanya, termasuk dalam bentuk pengeroyokan, 

juga mengalami peningkatan signifikan. 

Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga 

masyarakat luas, terutama di Provinsi Aceh, di mana kekerasan fisik yang 

dilakukan oleh anak semakin sering ditemukan. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari Laporan Statistik Perkara Mahkamah Syariah Banda Aceh dari tahun 2019 

hingga 2024, ada sekitar 30 kasus di mana anak- anak menjadi korban dan 

pelaku tindak pidana.
1
  

Menurut data dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, 

sepanjang tahun 2019-2024, khususnya Provinsi Aceh, Kabupaten Banda Aceh, 

tercatat 145 kasus kekerasan Fisik anak yang berhadapan dengan hukum, baik 

sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban dari tindak pidana.
2
 

Peneliti juga melihat dalam data Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, bahwa dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir tercatat sebanyak 72 kasus yang terutama melibatkan anak-anak 

yang melakukan tindak kriminal.
3
 

 

                                                     
1
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh, di akses pada 

27 Agustus 2024 
2
Simfoni – PPA, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2024, di akses pada 

tanggal 28 Agustus 2024 
3
Data diperoleh langsung oleh peneliti saat bekerja sebagai tenaga kontrak di bagian 

Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, pada tanggal 13 Mei 2024 
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Permasalahan anak sebagai subjek pelaku tindak pidana ialah 

pengeroyokan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di mana anak-anak 

terlibat dalam tindakan kekerasan secara bersama-sama. Kasus pengeroyokan 

yang melibatkan anak mencerminkan kompleksitas sosial yang semakin 

meningkat dalam masyarakat. Tindakan ini sering kali dipicu oleh pengaruh 

kelompok sebaya, di mana anak-anak merasa terdorong untuk menunjukkan 

kekuatan atau mempertahankan posisi mereka dalam kelompok. Fenomena ini 

menjadi perhatian serius bagi para penegak hukum dan masyarakat, karena anak-

anak yang seharusnya dilindungi dari kekerasan justru terlibat dalam tindakan 

kriminal. Hal ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pendidikan 

moral dan sosial anak, serta pengaruh lingkungan yang tidak sehat.  

Salah satu contohnya adalah kasus yang baru-baru ini ditangani oleh 

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, di mana sekelompok anak di bawah 

umur melakukan tindak pidana pengeroyokan, yang menyebabkan luka berat 

dan mengakibatkan mereka harus berurusan dengan hukum pada usia yang 

sangat muda. Akibatnya, hakim menjatuhkan vonis pidana penjara kepada anak-

anak tersebut, yang menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban 

pidana anak dalam konteks hukum pidana Islam.  

Kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Bna menunjukkan bahwa anak pelaku pengeroyokan dijatuhi 

hukuman penjara, yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan 

efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus anak. Hal ini mencerminkan 

realitas bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan 

perlindungan yang memadai bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku 

kejahatan. Dalam konteks ini, sistem hukum seharusnya memberikan 

perlindungan yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip rehabilitasi 

dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Hukum pidana Islam 

seharusnya diterapkan dengan pendekatan rehabilitatif, memberikan kesempatan 

bagi anak pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri melalui pendidikan dan 
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pembinaan, bukan hanya menghukum mereka secara represif.  

Dalam praktik hukum, istilah "pengeroyokan" sering digunakan untuk 

menggambarkan sebagai tindak pidana kekerasan seperti pada Pasal 170 KUHP 

“dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan              terhadap orang” dan Pasal 358 

KUHP menggambarkan bahwa pengeroyokan oleh beberapa orang bersama-

sama dapat disebut turut berbuat langsung. Dalam hukum pidana Islam, konsep 

ini dikenal sebagai Al-Ishtirāk fī al-Jarīmah yang mengacu pada penyertaan atau 

turut serta dalam tindak pidana. Konsep ini membahas tentang keterlibatan lebih 

dari satu orang dalam melakukan suatu kejahatan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dan dengan sanksi hukumannya                             yang telah ditetapkan.  

Hukum pidana Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani 

pelaku kejahatan yang masih di bawah umur. Dalam perspektif hukum Islam, 

anak yang telah mencapai usia baligh dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana, namun dengan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan 

hukuman yang bersifat represif. Pembahasan mengenai pengeroyokan oleh anak 

dari sudut pandang Hukum Pidana Islam masih sangat minim dilakukan. Oleh 

karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pengeroyokan dan bagaimana 

tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN 

Bna. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks hukum 

pidana Islam, serta untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 

terkait dengan kasus pengeroyokan yang melibatkan anak.   

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam tinjauan 

Hukum Islam dengan menggangkat judul penelitian “Tinjauan Hukum Pidana 

Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 

4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bna)” 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti 

merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 

Kelas IA dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku 

pengoroyokan pada perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang putusan terhadap 

perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian yang 

penulis kaji yaitu : 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Banda 

Aceh kelas I A dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku 

pengoroyokan pada perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna 

2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum pidana Islam tentang 

putusan terhadap perkara Nomor  4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa refrensi dari beberapa literatur 

kepustakaan yang berhubungan dengan masalah – masalah yang akan peneliti 

bahas dari segi buku – buku, jurnal serta skripsi yang sejauh  ini didapatkan, seperti 

beberapa refrensi berikut ini : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zulfikar dengan judul 

penelitian “Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang 

Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian 

Korban”. Penelitian ini membahas tentang tindak pidana penganiyaan yang 

dilakukan oleh lebih dari satu anak yang menyebabkan kematian pada wilayah 

hukum Jombang, sedangkan penulis membahas tindak pidana pengeroyokan 
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yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna 

dalam kajian Hukum Islam. 
4
  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Deska Rivaldo, Bambang Hartono 

dan Zainudin Hasan dengan judul Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak dan Anak Di 

Jalan Raya Yang Menyebabkan luka-luka (Studi Putusan Nomor 

61/Pid/2020/Pt.Tjk).
5
 Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban 

hukum kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh ayah dan anak secara bersama-

sama yang mengakibatkan luka-luka, sedangkan penulis membahas tinjauan 

Hukum Islam pada perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana 

pengeroyokan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Brigita Feby Florentina, Umi 

Rozah, dan A.M. Endah Sri Astuti dengan judul Tinjauan Kriminologis Tindak 

Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian Di Kabupaten 

Wonosobo.
6
 Penelitian ini membahas terkait tindak pidana pengeroyokan yang 

dilakukan oleh anak di Kabupaten Wonosobo dalam pandangan keilmuan 

kriminologi serta penyebab dan pencegahan nya, sedangkan penulis membahas 

pandangan         hukum Islam dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh 

anak dalam wilayah Banda Aceh. 

Keempat, penelitian dengan judul Penerapan Diversi Yang Dilakukan 

Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-

                                                     
4
 Zulfikar, Ahamd. "Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang 

Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban." Legalitas: 

Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 132-149. 
5
 Hartono, Bambang, and Zainudin Hasan. "Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang 

Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT. Tjk)." Jurnal Pro Justitia 

(JPJ), Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 10-23 
6
Florentina, Brigita Feby, Umi Rozah, and AM Endah Sri Astuti. "Tinjauan Kriminologis 

Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian Di Kabupaten 

Wonosobo." Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 1792 
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Sama di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh Anak oleh Yudhya Pramita.
7
 

Penelitian ini membahas tentang penerapan diversi yang penegak hukum 

sebagai fasilitator dan mediator untuk mencapai kesepakatan penyelesaian 

perkara tersebut dengan adil, sedangkan penulis membahas tentang putusan yang 

telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Bna dalam tinjauan Hukum Islam. 

Kelima, penelitian yang dilakukan dengan judul Analisis 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 

(Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk) oleh Zainab Ompu Jainah, 

Intan Nurina Seftiniara dan Sheila Monica Yohanes.
8
 Penelitian ini berfokus 

pada objek pembahasan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk, serta 

pertanggungjawaban nya dalam hukum positif Indonesia, sedangkan penulis 

berfokus pada objek kajian Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna, dan 

membahas tinjauan Hukum Islam pada perkara anak yang menjadi pelaku tindak 

pidana pengeroyokan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna. 

 

E. Penjelasan Ilmiah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan atau memahami 

judul pada penelitian, untuk itu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang 

terdapat didalam penelitian ini. Adapun istilah yang peneliti perlu beri 

penjelasan adalah sebagai berikut : 

1. Pengeroyokan 

Pengeroyokan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

                                                     
7
Pramita, Yudhya. "Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Penanganan 

Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh 

Anak." Dinamika 25, No. 8, 2019 
8
Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes. "Analisis 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." Bureaucracy 

Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 

130-136. 
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dengan pemenggalan kata [pe.nge.ro.yok.an] (nomina) ialah proses, cara, 

perbuatan mengeroyok, penyerangan beramai- ramai terhadap satu orang 

atau lebih. Menurut Soenarto Soerodibroto Pengeroyokan atau 

mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka secara 

bersama-sama, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. 

Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam 

masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu 

adanya perlindungan hukum. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam 

KUHP buku II bab V Pasal 170.
9
 

2. Anak 

Menurut Undang-Undang SPPA, anak diartikan sebagai seseorang yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
10

 Dalam KUHP, pada 

Pasal 45 dijelaskan anak adalah orang yang belum cukup umur, dengan 

belum cukup umur dimaksudkan adalah mereka yang melakukan perbuatan 

sebelum umur 16 tahun. 

3. Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda disebut 

torekenbaarheid dan Bahasa Inggris disebut criminal responsibility. 

Menurut Simons, tindak pidana (strafbaarfeit) harus merupakan, perbuatan 

manusia, perbuatan itu adalah bertentangan dengan hukum 

(wederrechtelijke), menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.
11

 

 

 

                                                     
9
 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung 

dan Hoge Raad, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 214 
10

 Undang-Undang Nomor 11 tanun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 

ayat (20) 
11

 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4 
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4. Tindak Pidana 

Simons dalam lamintang memberi batasan pengertian tentang Tindak 

Pidana (strafbaar feit) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang- undang 

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
12

 

5. Hukum Pidana Islam 

Hukum Pidana Islam atau didalam tradisi istilah jinayah diartikan oleh 

Abdul Al-Qadir Awdah sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' baik 

perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.
13

 Perbuatan yang 

dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus 

dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap 

agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.
14

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun 

dokumentasi.
15

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif dalam proses penyusunan penelitian. Penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang menekankan kepada analisis non numerik dan analisis 

interpretatif terhadap fenomena sosial. 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti 

adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif 

                                                     
12

 Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1997), hlm. 34. 
13

 Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri' al-Jinai al-lslami, Juz I, ( Beirut: Dar al- Kutub, 1963), 

hlm. 67 
14

 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dâr alTurast, 1970), hlm. 5 
15

 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogjakarta : Penerbit KBM Indonesia, cet 

1, 2021) hlm 1 
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(legal research) proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang 

hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin 

hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab 

permasalahan hukum yang diteliti.
16

 Oleh karena itu, penelitian ini 

berpusat pada penelitian hukum secara teoritis dan penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian ini melakukannya dengan 

meninjau literatur yang tersedia. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dimana penelitian ini berfokus pada pendekatan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna individu ataupun kelompok 

yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia.
17

  Metode 

penelitian kualitatif ini berguna untuk memahami perbedaan pada 

variasi, pandangan, sikap dan perilaku manusia. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan instrument penting dalam sebuah 

penelitian, dimana sumber data merupakan subjek tempat bagaimana 

data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber 

data kedalam dua jenis sumber penelitian, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang utama yang digunakan dalam 

sebuah penelitian. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan 

Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2024/PN Bna sebagai bahan 

data primer pada penelitian ini yang diperoleh dari arsip putusan. 

 

                                                     
16

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press,2020), 

hlm.46 
17

 Cresswell dalam Aditya Wahyu Nugraha dkk, Metodologi Penelitian (Padang: Gita 

Lentera, 2024), hlm 24 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai data 

pelengkap dan pendukung dari data primer yang telah dimiliki. 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan- bahan bacaan 

seperti Al-Qur'an, hadist, Kitab Fiqh Jinayah, Ijma para Ulama, 

buku-buku, dokumen-dokumen atau sejumlah literatur kepustakaan 

yang relevan dengan topik penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer 

untuk keperluan penelitian
18

. Adapun teknik pengumpulan data yang 

peneliti gunakan yaitu : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan 

mengumpulkan data-data yang terdapat di Pengadilan Banda 

Aceh Kelas IA berupa putusan Majelis Hakim Nomor 

4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna.  

b. Teknik Penelitian Pustaka 

Peneliti juga menerapkan teknik penelitian pustaka dimana 

peneliti mengumpulkan data-data melalui cara membaca buku, 

majalah, jurnal atau sumber literatur lain yang memiliki kaitan 

langsung dengan objek penelitian yang dilakukan.
19 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang dilakukan untuk mengelompokan 

data, memilah data menjadi data yang dapat dikelola, mencari dan 

menemukan pola sehingga dapat mengambil      kesimpulan apa yang dapat 

                                                     
18

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174. 
19

 Hariadi, dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2020), hlm. 137-138 
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disampaikan kepada orang lain.
20

 Teknik untuk menganalisis data yang 

dipakai pada riset ialah dengan cara Analisis Deskriptif atau Deskriptif 

Analitis. Analisis data kualitatif dengan sifat induktif, yakni sebuah 

analisis berlandaskan data yang didapatkan, lalu dikembangkan menjadi 

pola hubungan tertentu.
21

 Dengan   tujuan untuk memberikan gambaran 

terhadap topik yang sedang diteliti sehingga memberikan sebuah 

kesimpulan pada Putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Bna sehingga dapat diketahui apa yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. 

6. Pedoman Penulisan Skripsi 

Secara umum, pedoman dan teknis penulisan dalam skripsi ini, 

peneliti berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019 yang diterbitkan 

oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh 2019. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat BAB yang memberikan gambaran 

umum serta mempermudah para pembaca untuk memahami isi menyeluruh, 

dimana masing – masing BAB menjelaskan tentang pembahasan – pembahasan 

yang berbeda secara sistematis akan tetapi dalam konteks yang saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempermudah pembaca. Dengan 

demikian, penulis telah                merincikan penataan yang dapat menjawab pokok – pokok 

permasalahan                       yang akan dibahas sebagai berikut : 

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang 

pokok permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan ilmiah, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

                                                     
20

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 180. 
21

 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi penelitian (Yogjakarta : Penerbit KBM Indonesia, cet 

1, 2021) hlm 48 
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Bab dua, membahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana dalam 

hukum pidana islam yang dimulai dengan teori pertanggungjawaban pidana, 

dasar hukum , syarat dan rukun pertanggungjawaban pidana, ancaman hukuman 

terhadap pelaku kejahatan, pendapat ulama mazhab fiqih, hingga 

pertanggungjawaban anak pidana .  

Bab tiga, membahas tentang pembahasan dari dasar pertimbanagn hakim 

dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

pengeroyokan dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana pengeroyokan,  

Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan 

serta saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
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BAB DUA 

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK 

DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 

 
A. Pertanggungjawaban Pidana Anak 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Anak 

Pertanggunganjawaban pidana berarti "dapat dipertanggungjawabkan" 

atau "dapat diperhitungkan". Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa 

Inggris “criminal responsibility”, atau “criminal liability”. Maksudnya 

adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan 

apakah seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu 

tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Artinya tindakan tersebut 

tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.
22

 

Pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem hukum positif Indonesia 

telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (SPPA). Regulasi ini, bersama dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif 

dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Dalam Undang – 

Undang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan “ bahwa pemerintah dan 

lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah 

kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik 

dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana.” 

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana 

anak memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem 

peradilan pidana untuk orang dewasa. Hal ini tercermin dari adanya batasan 

                                                     
22

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

(Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 250. 
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usia yang tegas, di mana anak yang dapat diproses secara hukum adalah 

mereka yang telah berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai 18 

tahun.
23

 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak Mengatur bahwa usia pertanggungjawaban pidana 

bagi anak adalah 12 tahun sampai usia dibawah 18 tahun, untuk batasan usia 

anak yang bisa dikenakan penahanan adalah anak yang telah berusia 14 

tahun ke atas. Kemudian untuk anak yang berumur di bawah 12 tahun, maka 

penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional akan 

menelaah untuk memutuskan apakah anak akan diserahkan kepada orang 

tua/walinya, atau diikutsertakan dalam program pendidikan/pembinaan atau 

pembimbingan di LPKS pusat maupun daerah maksimal selama 6 bulan.
24

 

Sementara menurut perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqih Al-Jinayah 

Al-Islamiyah) Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai Al-Mas‟uliyyah 

Al-Jinaiyah. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah 

pembebanan hukuman kepada seseorang atas perbuatan jahat (maksiat) yang 

telah ia lakukan dengan memberikan (hukuman) yang setimpal sesuai 

dengan apa yang telah ia perbuat.  

Menurut pandangan A.Hanafi pertanggungjawaban pidana dalam 

Syari‟at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil  perbuatan (atau 

tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri (tidak 

dipaksa), di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari 

perbuatannya itu.
25

 Menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggungjawab 

yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan 

kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat 

dari perbuatannya itu. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan 

                                                     
23

 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi, 

(Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 22 
24

 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 43 
25

A. Hanafi, M.A, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.154 
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perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendakinya 

seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang 

melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan 

kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya 

itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka 

perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
26

 

Dengan demikian, ada faktor tertentu yang seharusnya menjadi alasan 

untuk pertanggungjawaban suatu tindak pidana. Faktor yang memicu 

pertanggungjawaban pidana adalah karena adanya tindakan maksiat 

(pelanggaran) seperti mengabaikan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh 

syara‟ dan melakukan yang dilarang oleh syara‟. Jadi, penyebab 

pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan; jika tidak 

melakukan kejahatan, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.
27

 

 

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana  

Pada hukum pidana Islam terdapat nash hukum yang telah ditetapkan 

oleh Allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui Rasul-Nya. Nash 

hukum ini tersedia dalam bentuk yang jelas dan langsung (eksplisit) atau 

secara tidak langsung (implisit), dan termasuk dalam prinsip umum. Apabila 

kedua kaidah ini diterapkan dalam hukum pidana Islam, ini berarti setiap 

tindakan yang dianggap salah tidak dapat dihukum selama belum ada nash 

yang melarangnya. Namun, jika terdapat nash, barulah tindakan tersebut 

dianggap keliru dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman.  

Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia 

yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak 

                                                     
26

 Abdul Qadīr „Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā‟i al-Islāmi, hlm. 392 
27

 Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum 

Pidana Islam, Edisi Indonesia, hal. 81 
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demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang 

tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang 

mempunyai pilihan. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang 

bertanggung jawab di hadapan Allah pada hari Kiamat nanti. Dan seseorang 

tidak akan memikul beban dosa orang lain, kecuali jika orang itu mengajak 

orang lain berbuat dosa.  

Dalil-dalil yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dapat dilihat 

dalam beberapa ayat Al-Qur‟an dan As-Sunnah, antara lain:  

1. Al-Quran 

Surah Al-An‟am ayat 164 yang berbunyi:  

 

لََ تكَْسِتُ كُمُّ  َٔ َٕ زَةُّ كُمِّ شَيْء ٍۗ  ُْ َّٔ ِ اثَْغِيْ زَثًّّب 
اشِزَحٌ قمُْ اغََيْسَ اّللّه َٔ لََ تصَِزُ  َٔ ََفْس  الََِّ ػَهَيَْٓبۚ 

 ٌَ ْٕ ِّ تخَْتهَِفُ ب كُُْتىُْ فِيْ ًَ سْجِؼُكُىْ فَيُُجَِّئكُُىْ ثِ ٗ زَثِّكُىْ يَّ
ٖۚ ثىَُّ انِه شْزَ اخُْسه ِّٔ        

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Apakah (patut) aku mencari 

tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. 

Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung 

jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. 

Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan 

diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.” 

(QS. Al-An'am 6: Ayat 164).
28

 

Kemudian, Syari‟at Islam memberikan ketentuan bahwa 

pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup 

dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan 

sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, Allah Subhanahu 

wa Ta'ala berfirman: QS.  An-Najm [53]:38 

  ٖ شْزَ اخُْسه ِّٔ اشِزَحٌ  َٔ     الَََّ تصَِزُ 

Artinya: “(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa 

                                                     
28

 Kementerian Agama RI, QS. Al-An'am 6: Ayat 164  
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seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,” Najm 

[53]:38. 

Menurut tafsir Jalalayn, Seseorang tidak akan memikul dosa orang 

lain. Setiap orang yang mengerjakan dosa karena kekafirannya atau 

karena kemaksiatannya maka dia sendiri yang memikul dosanya, dan 

tidak akan dipikul oleh orang lain, juga seperti yang dikatakan dalam Al-

Quran:  

 ٗ ٌَ ذَا قسُْثه ْٕ كَب نَ َّٔ ُُّْ شَيْءٌ  مْ يِ ًَ هَِٓب لََ يحُْ ًْ ٗ حِ ٌْ تدَْعُ يُثْقهََخٌ انِه اِ َٔ   

Artinya: “Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya 

memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan 

dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum 

kerabatnya.” (Q.S. Al-Fatir/35: Ayat 18).
29

 

Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak 

bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi 

sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-

anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan 

orang yang dipaksa atau terpaksa.
30

  

Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: An-Naḥl 

[16]:106, 

ٖٓ الََِّ   ّ بَِ ًَ  ثَؼْدِ ايِْ
ٍْْۢ ِ يِ

ٍْ كَفسََ ثبِلّلّه ِٓىْ  يَ ا فَؼَهَيْ ٍْ شَسَحَ ثبِنْكُفْسِ صَدْزًّ ٍْ يَّ كِ نه َٔ  ٌِ ب ًَ يْ  ثبِلَِْ
ْۢ ٍ ى ِ ًَ ّٗ يُطْ قهَْجُ َٔ ٍْ اكُْسَِِ  يَ

نَٓىُْ ػَرَاةٌ ػَظِيْىٌ  َٔ ٍۗ ِ
ٍَ اّللّه    غَضَتٌ يِّ

Artinya: “Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat 

kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat 

kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia 

tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk 

(menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi 

                                                     
29

 Q.S. Al-Fatir 35: Ayat 18 
30

 Jalāludīin „Abdurraḥmān bin Abī Bakr as-Sayuṭi, Al-Jāmi‟uṣ-Ṣagīr (Bairut: Dār al Fikr. 
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mereka ada azab yang besar.” An-Naḥl [16]:106. 

 

2. Hadits  

Demikian pula, hadits yang berhubungan dengan ayat tersebut 

sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah: 

ا ػَهَيِّْ  (زٔاِ انطجساَي ػٍ ثٕثبٌ) . ْٕ يَب اسُْتكُْسُِْ َٔ  ٌُ ُِّسْيَب َٔ ان تيِ انْخَطَأُ  ٍْ ايَُّ  زُفِغَ ػَ

Artinya: “Tidak dicatat amal umatku (karena) kekeliruan, lupa, dan 

mereka terpaksa.” (Riwayat aṭ-Ṭabrānī dari Ṡaubān).
31

 

 

Kemudian terdapat dalam hadits Rasulullah lainnya dalam perihal 

pertanggungjawaban pidana:  

ُ ػََُْٓب قَبنَتْ : قَبلَ  ٍْ ػَبئشَِخَ زَضِيَ اللَّّ ٍِ  ػَ ٍْ ثلَََثخَ  ػَ سَهَّىَ : زُفِغَ انْقَهَىُ ػَ َٔ  ِّ ُ ػَهَيْ زَسُٕلُ اللِّ صَهَّٗ اللَّّ

جيِِّ حَتَّٗ يَكْجسَُ  ٍِ انصَّ ػَ َٔ جْتهََٗ حَتَّٗ يَجْسَأَ  ًُ ػٍَ انْ َٔ  انَُّبئىِِ حَتَّٗ يَسْتيَْقِظَ 

Artinya: “Dari Aisyah ra, ia berkata: telah bersabda Rasulullah 

saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai 

ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil 

sampai ia dewasa.” (H.R. Aḥmad, Abū Dāwud, Nasā‟i, Ibnu Mājah, 

Ibnu Jarīr, Ḥākim dan Turmuẓi dari Aisyah).
32

 

 

3. Syarat Dan Rukun Pertanggungjawaban Pidana  

a. Syarat Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif adalah proses 

hukum yang sangat kompleks, yang mengharuskan beberapa syarat 

terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak 

pidana yang dilakukannya. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan 

dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-

syarat tersebut antara lain:  

                                                     
31

 Ruway‟I ar-Ruhaily, Fiqih Umar I, Jakarta : Pustaka al-Kausar, hlm. 173 
32
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1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat 

melawan hukum; 

2) Mampu bertanggung jawab; 

3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena 

kealfaan; 

4) Tidak ada alasan pemaaf.
33

  

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, apabila suatu tindakan dari 

seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk 

dapat ditentukan pemidanaannya harus diteliti dan dibuktikan bahwa :  

a) Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang; 

b) Terdapat kesalahan pada petindak; 

c) Tindakan itu bersifat melawan hukum; 

d) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-

undang (dalam arti luas), dan; 

e) Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan 

keadaan-keaadaan lainnya yang ditentukan dalam undang- 

undang.
34

  

Sedangkan syarat pertanggungjawaban pidana menurut perspektif 

Hukum Pidana Islam adalah kewajiban seseorang untuk menerima akibat 

hukum atas perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap 

norma-norma agama atau hukum Islam. Agar seseorang dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana dalam Islam, terdapat syarat-syarat 

tertentu yang harus dipenuhi. Menurut Ahmad Hanafi bahwa 

                                                     
33

 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 253 
34
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Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam (al-Mas'uliyyah 

al-Jināiyyah) didasarkan pada tiga hal, yaitu:
35

 

1) Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang; 

2) Pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri (mukhtar);  

3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya (mudrik). 

Syarat penanggungjawaban pidana dalam Islam mencakup beberapa 

aspek penting lainnya seperti: 

1) Perbuatan yang dilarang (al-fi'l al-muharram); 

2) Bukti yang sah (al-bayyinah); 

3) Pelaku yang memiliki kecakapan hukum (al-ahliyah) dan usia 

dewasa (baligh) 

Pada Usia Baligh, Abu Hanifah memberikan batasan bahwa usia baligh 

minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. 

Kriteria baligh bagi laki- laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani 

dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh 

atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang 

biasanya wanita sudah haid ). Menurut Al-Kahlani, seorang perempuan 

dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia lima belas tahun, dan 

telah menampakkan pertumbuhan biologis kedewasaanya. Sedangkan 

kedewasaan laki-laki, secara ijmak adalah apabila dia telah bermimpi 

(bercampur dengan perempuan telah mengeluarkan sperma). 

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu‟ Hasan.Apabila 

anak sudah melewati masa ini tetapi belum nampak gejala-gejala yang 

menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka baik putera maupun puteri, 

kedua-duanya sama ditunggu sampai mereka berumur lima belas tahun. 

Semua syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang hanya 

                                                     
35
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dapat dikenakan hukuman pidana jika ia benar-benar memenuhi kriteria 

yang ditentukan oleh syariat, sehingga dapat tercapai keadilan yang 

hakiki.
36

  

Dengan kata lain, dalam hukum Islam, hukuman pidana harus 

ditegakkan dengan prinsip keadilan, dan setiap individu hanya dapat 

dipertanggungjawabkan jika ia memiliki kemampuan dan kesengajaan 

dalam perbuatannya. Syarat-syarat tersebut berkaitan juga dengan 

adanya niat, serta kapasitas mental. Seseorang yang melakukan 

kejahatan memikul tanggung jawab pidana jika ketiga asas ini dipenuhi. 

Dia tidak bertanggung jawab atas kejahatan jika salah satu dari prinsip-

prinsip ini tidak berlaku baginya.  

b. Rukun Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam 

Rukun penanggungjawaban pidana dalam Islam adalah unsur-unsur 

yang harus ada agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara 

hukum atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Rukun-rukun ini 

merupakan dasar dalam menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat 

dikenakan hukuman atau tidak. Dalam hukum pidana Islam, ada 

beberapa rukun yang harus dipenuhi untuk memastikan keadilan dalam 

penjatuhan hukuman.
37

 

Secara umum, rukun-rukun penanggungjawaban pidana dalam Islam 

terdiri dari
38

: 

1) Niat atau Kesengajaan (Qasd atau Niyyah) 

Dalam hukum pidana Islam, niat (qasd) atau kesengajaan merupakan 

elemen penting dalam penanggungjawaban pidana. Sebuah perbuatan 

pidana tidak dapat dianggap sah tanpa adanya niat atau kesadaran dari 

pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. 
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a) Kesengajaan (Qasd): Seseorang dapat dikenakan hukuman jika ia 

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Misalnya, pembunuhan 

yang dilakukan dengan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. 

Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan hukuman qisas (pembalasan 

setimpal). 

b) Kelalaian (Ihmal): Kelalaian dalam hukum Islam juga bisa 

dipertanggungjawabkan, meskipun tidak seberat kesengajaan. Misalnya, 

seseorang yang mengemudi dengan ceroboh hingga menyebabkan 

kecelakaan yang merugikan orang lain, dapat dikenakan hukuman, 

meskipun tidak ada niat untuk melukai. 

c) Tanpa Niat (Lā Qasd): Jika perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan 

niat atau kesengajaan (misalnya kecelakaan atau insiden yang terjadi 

tanpa disengaja), pelaku mungkin tidak dikenakan hukuman yang sama 

beratnya, tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan. 

2) Pelaku (Al-Mujrim atau Al-Jani') 

Pelaku adalah individu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

hukum Islam dan yang dapat dikenakan hukuman. Pelaku tindak pidana 

dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu: 

a) Berakal (Aql): Dalam hukum Islam, seseorang hanya bisa dimintai 

pertanggungjawaban pidana jika ia berakal sehat. Artinya, orang yang 

tidak berakal (misalnya orang gila) atau orang yang tidak sadar karena 

mabuk atau gangguan mental tidak dapat dikenakan hukuman pidana. 

b) Baligh (Dewasa): Selain berakal, pelaku juga harus sudah dewasa atau 

baligh. Dalam Islam, seseorang dianggap baligh jika sudah mencapai 

usia tertentu atau menunjukkan tanda-tanda fisik kematangan seksual, 

seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Baligh 

adalah anak yang sudah sempurna keahliannya atau akalnya sehingga 

ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang 
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sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliaannya 

menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum. 

c) Telah mempunyai kecakapan hukum (Ahliyyah) dan tanpa paksaan: 

yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk 

memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan 

kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan 

kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara‟ perbuatan- 

perbuatannya. Pelaku harus melakukan perbuatan pidana dengan 

kemauan sendiri (tanpa paksaan). Jika seseorang dipaksa melakukan 

perbuatan yang dilarang (misalnya mencuri atau membunuh karena 

ancaman), maka ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas 

perbuatannya. 

3) Perbuatan (Al-Fa'il atau Al-Mu'amilah) 

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindak pidana yang 

dilarang oleh hukum Islam. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 

haruslah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam 

hukum pidana Islam, tindak pidana dapat digolongkan dalam tiga 

kategori besar: Hudud, Qisas, dan Ta'zir. 

a) Hudud : Suatu Perbuatan yang telah ditentukan hukumannya 

dalam Al-Qur'an atau Hadis, seperti pencurian, perzinahan, 

pemurtadan, atau peminum alkohol. 

b) Qishas : Tindak pidana yang melibatkan pembalasan, seperti 

pembunuhan atau penganiayaan, di mana pelaku dapat 

dihukum setimpal dengan perbuatannya (misalnya, hukuman 

mati untuk pembunuhan). 

c) Ta'zir : Tindak pidana yang tidak memiliki hukuman tetap dan 

ditentukan oleh hakim atau penguasa, misalnya pelanggaran 

yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. 

Kesalahan atau pelanggaran terhadap hak allah dan hak manusia bahwa 
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dalam Islam, tindak pidana dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap 

hak Allah (hak-hak syariat) atau hak-hak sesama manusia. Sebagai 

contoh, pencurian adalah pelanggaran terhadap hak milik orang lain, 

sementara perzinahan adalah pelanggaran terhadap hak Allah dan 

kehormatan individu. 

4) Bukti atau Pembuktian (Bayan atau Burhan) 

Dalam hukum pidana Islam, seorang pelaku tidak dapat dihukum 

begitu saja tanpa ada bukti yang cukup dan sah. Pembuktian ini bisa 

dilakukan melalui beberapa cara: 

a) Pengakuan (Iqrār): Salah satu bentuk pembuktian adalah 

pengakuan dari pelaku yang menyatakan bahwa ia telah 

melakukan tindak pidana. Pengakuan ini harus dilakukan dengan 

sukarela tanpa paksaan. 

b) Kesaksian (Shahādah): Dalam banyak kasus, kesaksian dari 

saksi-saksi yang kredibel diperlukan untuk membuktikan apakah 

perbuatan pidana benar-benar terjadi. Saksi-saksi ini harus 

memenuhi syarat tertentu agar kesaksian mereka diterima dalam 

pengadilan Islam. 

c) Bukti Fisik (Burhān): Bukti fisik atau materiil, seperti barang 

bukti, video, atau dokumen yang terkait dengan perbuatan pidana, 

juga dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana. 

5) Hukuman atau Pembalasan (Al-Uqubah atau Al-Jaza') 

Setelah rukun-rukun penanggungjawaban pidana dipenuhi, maka 

hukuman dapat dijatuhkan berdasarkan jenis pelanggaran yang 

dilakukan. Hukuman dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa jenis, 

yaitu: 

a) Hudud (Hukuman yang Tetap): Hukuman yang sudah ditentukan 

dalam Al-Qur'an atau Hadis, seperti hukuman potong tangan untuk 
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pencurian, rajam untuk perzinahan, atau hukuman mati untuk 

pemurtadan. 

b) Qisas (Pembalasan Setimpal): Hukuman berupa pembalasan yang 

setimpal, seperti pembalasan mati bagi pembunuh, atau luka yang 

setimpal bagi orang yang melukai orang lain. 

c) Ta'zir (Hukuman Diskresi): Hukuman yang diberikan berdasarkan 

kebijakan hakim, biasanya untuk tindak pidana yang tidak diatur 

secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman ini lebih 

fleksibel dan bisa berupa penjara, denda, atau tindakan lain yang 

dianggap pantas oleh hakim. 

 

4. Ancaman Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Dalam 

Pandangan Islam  

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut al- „Uqubaah yang 

meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain 

dari al- „Uqubah adalah al-Jaza‟ atau hudud. Hukuman dalam bahasa Arab 

disebut „uqubah.
39

 Islam juga mengajarkan bahwa setiap individu. dapat 

bertaubat (memohon ampun) kepada Allah atas segala kejahatan atau dosa 

yang telah dilakukan. Allah sangat menerima taubat hamba-Nya yang 

sungguh-sungguh dan berjanji untuk mengampuni dosa-dosa mereka. 

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:  

 

هَخ هـ ءَ ثجََِٓ ٕۤ ٌَ ٱنسُّ هُٕ ًَ ٍَ يَؼۡ ِ نهَِّرِي ثَخُ ػَهَٗ ٱللَّّ ٕۡ ب ٱنتَّ ًَ ٌَ يٍِ قسَِيت ࣲإََِّ ُ  ࣲثىَُّ يتَُٕثُٕ ى ِكَ يتَُٕةُ ٱللَّّ
هـۤ نَ ۟ٔ ُ فَأ

ب حَكِيى ًًّ ُ ػَهِي ٌَ ٱللَّّ كَب َٔ ِٓىٍۡۗ   ػَهَيۡ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya menerima taubat dari orang-orang 

yang melakukan kejahatan dengan kejahilan, kemudian bertaubat dengan 
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segera. Mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah. Dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa: 17) 

Dalam Islam, Allah memberikan larangan tegas terhadap pelaku 

kejahatan dan memberikan  ancaman yang keras bagi mereka yang 

melakukan kejahatan atau dosa besar. Larangan dan ancaman ini terdapat 

dalam Al-Qur'an , Allah berfirman:  (QS. Al-Isra: 33) 

لََ  يٍَ قتُمَِ يَظۡهُٕؤَ َٔ  
ُ إلََِّ ثِلنۡحَ ٍِِّّۗۗ وَ ٱللَّّ هـٍࣲ تَقۡتهُُٕا۟ ٱنَُّفۡسَ ٱنَّتِ  حَسَّ نِيِّۦِّ سُهۡطَ َٕ ا فلَََ ࣲا فَقدَۡ جَؼَهَُۡب نِ

ٌَ يَُصُٕز ُۥ كَب اࣲيسُۡسِف فِّ  ٱنۡقَتۡمِِۖ إََِّّ  

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan siapa yang dibunuh secara 

zalim, maka Kami telah memberikan kewenangan kepada ahli warisnya 

untuk meminta pembalasan. Tetapi hendaknya ia tidak melampaui batas 

dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dibantu”. (QS. Al-

Isra: 33) 

Ayat ini melarang tindakan pembunuhan tanpa alasan yang sah. Dalam 

Islam, kehidupan setiap manusia sangat dihormati, dan Allah hanya 

membolehkan pembunuhan dalam kondisi yang sangat terbatas, misalnya 

dalam pembalasan hukum atas perbuatan yang sangat keji (seperti 

pembunuhan atau kejahatan besar lainnya). Ayat ini juga mengingatkan 

agar pembalasan dilakukan dengan adil dan tidak melampaui batas.   

Klasifikasi hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa 

jenis hal ini dapat diperinci sebagai berikut: 
40

 

1. Satu hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang 

lain ada 4 macam:  

a. Hukuman pokok atau Hudud, yaitu hukuman yang diterapkan 
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secara definitif artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa 

yang telah ditentukan oleh nas. Dalam fiqih jinayah hukum ini disebut 

sebagai jarimah hudud.  

b. Hukuman Qishas/Diyat yaitu hukuman yang diterapkan sebagai 

pengganti karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan 

alasan yang sah seperti qishash diganti dengan diyat dan diyat diganti 

dengan dimaafkan. 

 c. Hukuman Ta‟zir yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman 

pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri misalnya bagi pelaku 

qazaf, hak persaksian hilang dan bagi pembunuh hak warisan hilang. 

Hukuman pelengkap yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui 

keputusan hakim tersendiri misalnya pencuri selain dipotong 

tangannya juga diberi tambahan dengan dikalungkannya tangan di 

lehernya.  

2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, 

maka ada dua macam yaitu pertama, hukuman yang bersifat terbatas 

yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas, artinya 

tidak ada batas tertinggi dan terendah contoh hukuman bagi pezina 

100 kalijilid, atau hukuman dera bagi penuduh zina 80 kali dera. 

Kedua, hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih  

3. Hukuman dari segi objeknya. Hal ini dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok:  

a. Hukuman jasmani seperti potong tangan, rajam, dan jilid.  

b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis berupa ancaman dan 

teguran. 

c. Hukuman benda seperti ganti rugi,dan penyitaan harta hukuman. 

Pada pertanggungjawaban pidana oleh anak empat mazhab sepakat 

dalam beberapa prinsip utama, yaitu tidak ada Hukuman Hadd atau 
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Qishash. Anak-anak yang belum baligh tidak dikenakan hukuman hadd 

(hukuman tetap) atau qishash (hukuman balasan setimpal). Jika seorang 

anak melakukan pembunuhan, tidak ada hukuman mati baginya. Sebagai 

gantinya, wali atau keluarganya diwajibkan membayar diyat kepada 

keluarga korban. Hukuman ta‟zir diberikan kepada anak yang telah tamyiz 

tetapi belum baligh. Tujuan utamanya adalah mendidik, bukan 

menghukum secara keras.  

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak, keluarga atau wali 

memiliki tanggung jawab besar, baik dalam bentuk pembayaran 

kompensasi (diyat) maupun dalam mendidik anak agar tidak mengulangi 

kesalahan yang sama. Islam menekankan keadilan yang memperhatikan 

kondisi psikologis dan biologis anak. Anak diperlakukan sebagai individu 

yang sedang belajar memahami baik dan buruk, sehingga pendekatan yang 

digunakan lebih bersifat edukatif daripada represif. 

Hukum pidana Islam atau hukum jinayah tentu saja tidak 

sembarangan dalam memberikan aturan pada sebuah pemidanaan tapi 

merujuk pada tujuan pemidanan dalam Islam supaya tercapai tujuan dari 

diberikannya hukuman itu sendiri. Adapun tujuan pemidanaan dalam 

islam, sebagai berikut:
41

 

1. Pembalasan (Al-Jaza‟), yaitu pada tujuan pemidanaan ini menyajikan 

bahwa pelaku kejahatan mesti diberikan pembalasan yang sesuai atas 

apa yang diperbuatkannya tanpa memperhatikan apakah balasan 

tersebut menguntungkan untuk pelaku kejahatan atau bagi masyarakat. 

Hal demikian selaras dengan hakikat keadilan yang menginginkan 

pelaku kejahatan diberikan balasan yang setimpal 

2. Pencegahan (Az-Zajr), yaitu pada tujuan ini menitikberatkan hukuman 
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bukan hanya untuk menyiksa, namun untuk mengingatkan mereka 

agar menjauhkan diri dari keterpurukan dan kesesatan. Pencegahan 

atau deterrence ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah sesuatu 

kejahatan agar berhenti dan tidak berulang lagi. 

3. Pemulihan/Perbaikan (Al-Islah), yaitu Pemulihan/perbaikan ini sering 

kita kenal dengan tujuan hukuman pengasingan atau penjara, tujuan 

ini dengan maksud untuk memperbaiki diri dan jiwa pelaku kejahatan 

tersebut. Berpacu pada tujuan pemulihan tersebut maka para pelaku 

kejahatan akan menjalani hukuman ini hingga pelaku kejahatan pulih 

dan sungguh-sungguh sudah bertaubat.  

4. Restorasi (Al-Isti`adah) Dalam Hukum Islam, tujuan Restorasi (al-

isti`adah) bisa dilihat dari Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang 

tergantinya hukuman qishas dengan hukuman diyat jika korban dan 

keluarga korban sudah memaafkan pelaku kejahatan. Salah satu 

bentuk perdamaian yang bisa memendam amarah dari kedua belah 

pihak yang kemudian menciptakan saling damai. Bermula dari 

permintaan maaf dari pelaku kejahatan lalu selanjutnya ada pemberian 

maaf dari korban dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian diyat 

oleh pelaku kejahatan. 

5. Penebusan Dosa (At-Takfir) Penebusan dosa tercermin pada kejahatan 

yang diancam dengan hukuman kafarat. Tujuan ini semata-mata 

sebagai upaya penebusan dosa dengan sebab sudah melanggar syariat 

baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam Islam, agar terjadi 

penebusan dosa memiliki syarat mutlak yaitu adanya penyesalan 

dengan cara bertaubat. Dengan demikian, hakikat penghapus dosa 

sebagai tujuan hukuman menurut hukum pidana Islam yaitu jika 

disertai dengan rasa penyesalan dan mengakui serta tidak mengulangi 

perbuatannya lagi atau bertaubat. 
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B.  Pendapat Ulama Fiqih Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak 

Semua mazhab dalam Islam sepakat bahwa tanggung jawab pidana 

seorang individu hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi kriteria syar'i, 

yaitu berakal („aql) dan telah baligh (baligh). Anak yang belum mencapai 

baligh dianggap belum memiliki tanggung jawab hukum penuh, meskipun 

tindakan mereka dapat memiliki konsekuensi hukum tertentu. Berikut adalah 

pembahasan rinci berdasarkan pandangan empat mazhab utama; Hanafi, 

Maliki, Syafi‟i, dan Hanbali. 

a. Mazhab Hanafi 

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beliau lebih 

mengutamakan pentingnya kebebasan berkehendak (ikhtiyar) dan 

kemampuan akal (aql) dalam menentukan apakah seseorang bisa 

dikenakan hukuman. Anak belum baligh jika belum menunjukkan 

tanda-tanda fisik atau mencapai usia 15 tahun. Anak dianggap belum 

bertanggung jawab penuh atas tindakannya sebelum baligh.  

Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi 

laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi 

laki- laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur 

atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan 

bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya 

wanita sudah haid. 

Menurut Hanafiyyah, ciri-ciri seorang laki-laki telah dewasa 

adalah mimpi keluar mani (ihtilaam) dan keluar mani (inzaal), 

sedangkan ciri-ciri kedewasaan seorang wanita adalah mimpi keluar 

mani, haid, dan mengandung. Apabila salah satu di antara ciri 

tersebut tidak ada, maka sampai lelaki dan wanita tersebut berumur 

15 tahun. Artinya ketika berusia 15 tahun, seorang laki-laki maupun 
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wanita disebut dewasa meskipun tidak terdapat ciri-ciri di atas.
42

 

Pada tanggung jawab pidana anak-anak yang belum tamyiz 

(biasanya di bawah usia 7 tahun) tidak dikenakan tanggung jawab 

pidana atas tindakannya, baik itu kejahatan berat seperti 

pembunuhan atau kejahatan ringan seperti pencurian. Anak yang 

telah mencapai tamyiz tetapi belum baligh tidak dikenakan hukuman 

qishash (balasan setimpal seperti hukuman mati) atau hadd 

(hukuman tetap seperti potong tangan), namun keluarganya 

bertanggung jawab secara finansial atas kerusakan yang ditimbulkan 

oleh anak tersebut, seperti membayar diyat (tebusan). 

b. Mazhab Maliki  

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beliau lebih fokus 

kepada fase kemampuan berpikir yang lemah dalam penentuan umur 

baligh. Menurut mazhab Maliki batasan umur dewasa adalah jikalau 

sudah umur 18 tahun. Selanjutnya mazhab Ma liki menentukan ciri-

ciri Baligh adalah: tumbuhnya bulu ketiak, telah berumur 18 tahun, 

mimpi basah, hamil dan haid. Batasan umur 18 tahun ini tidak hanya 

untuk laki-laki akan tetapi juga untuk perempuan.  

Pada tanggung jawab pidana anak-anak yang belum mencapai 

usia tamyiz tidak bertanggung jawab atas tindakannya.Anak yang 

telah tamyiz tetapi belum baligh juga tidak dikenakan hukuman hadd 

atau qishash. Namun, jika seorang anak yang telah mencapai tamyiz 

melakukan kejahatan, mereka dapat dikenai hukuman ta‟zir oleh 

hakim. Pandangan yang masyhur di kalangan Malikiyah adalah sama 

dengan pendapat Abu Hanifah. Pada masa ini, seorang anak tidak 

dikenakan pertanggungjawaban atas jarimah yang dilakukan, baik 

jarimah hudud, qishas maupun ta‟zir. Meskipun demikian, ia 
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dikenakan hukuman pengajaran.
43

 

c. Mazhab Syafi‟i 

Menurut imam Syafi‟i arti dewasa memiliki dua ciri, yakni genap 

berusia lima belas tahun dan ihtilam; Sedangkan wanita memiliki 

tiga ciri, yaitu genap berusia lima belas (15) tahun, ihtilam, atau 

haid. Ukuran baligh juga dapat diketahui dengan tanda bahwa 

seorang anak laki-laki yang mimpi bersetubuh sehingga 

mengeluarkan air mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah 

dianggap dewasa.
44

 Anak di bawah usia tamyiz (7 tahun) dianggap 

tidak bertanggung jawab atas tindakannya. 

Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 

dalam kitabnya Matan Bukhari disebutkan bahwa seorang sahabat 

nabi yang bernama Ibnu Umar, berkeinginan untuk memajukan diri 

pada perang uhud ketika umurnya baru 14 tahun, nabi tidak 

menerimanya. Sabda Rasulullah saw dalam kitab shahih Bukhari: 

Saya telah memajukan diri untuk menjadi tentara pada peperangan 

uhud sedangkan saya pada waktu itu berumur 14 tahun tidak 

diterima Rasulullah saw. Dan pada peperangan‚ Khandaq saya 

memajukan diri pula, sedang saya sudah berumur 15 tahun, saya 

diterima Rasulullah saw menjadi tentara. (diriwayatkan Bukhari). 

Pada tanggung jawab pidana anak-anak yang belum baligh tidak 

dikenakan hukuman hadd, qishash, atau diyat. Anak yang tamyiz 

tetapi belum baligh dapat dikenakan hukuman ta‟zir, tergantung pada 

jenis tindakannya. Tanggung jawab finansial atas tindak pidana anak 

seperti kerusakan harta benda tetap menjadi kewajiban wali atau 
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keluarganya.
45

 

d. Mazhab Hambali 

Menurut imam Hambali Anak belum baligh jika belum mencapai 

tanda-tanda fisik atau usia maksimal 15 tahun. Anak yang telah 

tamyiz memiliki kapasitas hukum terbatas dan ciri-ciri orang dewasa 

atau baligh adalah laki-laki telah masanya ihtilam, telah genap 

berusia 15 tahun, atau tumbuhnya bulu-bulu kasar di sekitar 

kemaluan. Untuk wanita ditambahkan dua ciri khusus, yakni haid 

dan mengandung. Pada tanggung jawab pidana anak-anak yang 

belum baligh tidak dikenakan hukuman tetap seperti hadd atau 

qishash.Jika seorang anak yang telah mencapai tamyiz tetapi belum 

baligh melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan, hukuman 

qishash tidak dijatuhkan, tetapi diyat menjadi kewajiban wali atau 

keluarganya. 

 

Menurut hukum Islam ada beberapa sebab yang dapat hapusnya 

pertanggungjawaban pidana, yaitu: 

1. Paksaan, adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang pada orang 

lain yang membahayakan dan menyakitinya. Paksaan dibagi kepada 

dua jenis, yaitu: pertama, paksaan absolut yaitu paksaan yang 

dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa. Kedua, paksaan relatif 

yaitu paksaan yang pada biasanya tidak dikhawatirkan dapat 

menghilangkan nyawa. 

2. Mabuk, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang 

mabuk menurut pendapat yang kuat dari ulama mazhab al-arba‟ah 

adalah tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika 

ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri, tetapi 

tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan 
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mabuk. 

3. Gila, yaitu Seseorang dipandang sebagai mukallaf oleh syariat Islam, 

artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai 

kekuatan berpikir dan memilih. Oleh karena itu, orang gila tidak 

dikenakan hukuman jarimah karena tidak mempunyai kekuatan 

berpikir dan memilih. 

4. Dibawah umur, yaitu anak dibawah umur dipandang belum dibebani 

hukum atau tidak termasuk mukallaf. Oleh karena itu, tidak ada 

kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas 

perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa. 

 

C.  Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan  

Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk 

kenakalan anak yang serius dan memerlukan penanganan khusus. Dalam 

konteks hukum pidana Indonesia, pengeroyokan termasuk dalam kategori 

tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana 

diatur dalam Pasal 170 KUHP. Dalam hukum pidana, pengeroyokan termasuk 

dalam delik penyertaan (deelneming) yang merupakan suatu perbuatan antar 

pelaku untuk melakukan tindak pidana seperti:
46

 

a. Secara bersama melakukan suatu tindak pidana; 

b. Seseorang yang menghendaki dan merencanakan adanya tindak 

pidana, namun mempergunakan orang lain dalam melaksanakan 

tindakan tersebut; dan 

c. Seseorang yang menghendaki, merencanakan, dan melaksanakan 

tindak pidana dengan bantuan orang lain. 

Pada dasarnya, tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam Pasal 170 

KUHP lama yang masih berlaku sebagai berikut: 
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Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP 

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 

2. Yang bersalah diancam: 

1. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia 

dengan sengaja menghancurkan barang atau jika 

kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 

2. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika 

kekerasan mengakibatkan luka berat; 

3. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika 

kekerasan mengakibatkan maut. 

Sementara dalam Hukum Pidana Islam, pengeroyokan merupakan suatu 

perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam kata lain tindak 

pidana penyertaan dalam hukum Islam disebut sebagai turut berbuat jarimah 

atau yang dikenal dengan Al-Isytirak Jarimah itu sendiri memiliki pengertian 

sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ dan diancam oleh 

Allah SWT dengan hukuman had atau ta‟zir. Jarimah itu sendiri merupakan 

suatu istilah yang sama pada jinayah bagi sebagian para ahli hukum Islam 

(fuqaha), dimana istilah tersebut diartikan sebagai perbuatan seseorang yang 

dilarang oleh Allah SWT dan akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan 

ketentuan-Nya. 

Suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana, ada kalanya dilakukan oleh 

satu orang dan adakalanya pula oleh beberapa orang atau sekelompok orang 

yang masing-masing ikut andil dalam melaksanakannya. Berikut empat 

macam bentuk kerjasama dalam melakukan tindak pidana (jarimah) yaitu:  

a. Pelaku melakukan tindak pidana atau jarimah bersama-sama 

orang lain (memberikan bagiannya/ andil dalam melakukan 

jarimah) artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.  
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b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk 

melakukan jarimah.  

c. Pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk melakukan 

jarimah  

d. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya 

jarimah dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.
 47

 

Dari empat macam bentuk tersebut dapat dikemukakan ada dua syarat 

umum tindakan jarimah yang harus terdapat dalam perkara turut serta dalam 

melakukan tindak pidana: Pertama, para pelaku terdiri atas beberapa orang. 

Jika pelaku hanya sendirian, maka tidak ada istilah ikut serta dalam 

melakukan jarimah baik keturut-sertaan secara langsung maupun tidak 

langsung. Kedua, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang 

dilarang yang dijatuhi hukuman jika melanggarnya.  

Apabila tidak termasuk dalam pelanggaran, maka secara otomatis tidak 

masuk dalam perkara pidana. Para Fukaha membedakan Al-Isytirak ini 

menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Turut berbuat langsung (Isytirak Bil-Mubasyir), sementara orang 

yang melakukan disebut sebagai syarik mubasyir. Arti dari turut 

berbuat langsung adalah pelaku yang atas seorang atau lebih secara 

nyata melakukan dan turut berbuat langsung dalam melakukan 

tindak pidana. Turut serta berbuat jarimah secara langsung ada dua 

macam yaitu, Pertama, al-tawafuq adalah beberapa orang yang 

melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan 

sebelumnya, sedangkan al-tamalu adalah kejahatan yang dilakukan 

oleh beberapa orang secara bersama dan terencana misalnya 

pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara 

terencana; ada yang mengikatnya, memukulnya, dan 
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menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian 

korban.  

b. Turut berbuat tidak langsung (Isytirak Ghairul Mubasyir/Isytirak 

Bit-Tasabbubi) dan istilah syarik mutasabbib diberikan kepada 

orang yang melakukannya. Turut berbuat tidak langsung diartikan 

sebagai perbuatan seseorang yang menyuruh atau menghasut orang 

lain untuk memberi bantuan dalam melakukan suatu tindak pidana 

dengan adanya unsur kesengajaan. menurut para ulama dari 

kalangan mazhab Maliki, Syafi‟I, dan Hanbali bahwa orang yang 

menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan 

karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakkan oleh 

si penyuruh. Adapun menurut Abu Hanifah si penyuluh itu tidak 

dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu 

sudah sampai pada tingkat paksaan.
48

 

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang telah 

ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qisas hanya dijatuhkan atas 

pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang 

turut berbuat tidak langsung dalam jarimah dijatuhi hukuman ta„zir. Spesifikasi 

terhadap jarimah hudud dan qisas karena pada umumnya hukuman yang telah 

ditentukan sangat berat dan pelaku yang berbuat tidak langsung adalah syubhat 

yang menggugurkan hukuman had. Selain itu, pelaku tidak langsung tidak 

sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Jika perbuatan pelaku 

tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung karena pelaku langsung 

hanya sebagai alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku 

tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman had atau qisas.  
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BAB TIGA 

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANAK 

PELAKU PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA 

BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-

ANAK/2024/PN BNA) 
 

A. Gambaran Umum Kasus Pengeroyokan oleh Anak dalam Putusan 

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna 

Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna, Pengadilan 

Negeri Banda Aceh telah mengambil langkah tegas dan memutuskan 

bahwa telah menjatuhkan vonis terhadap dua orang pelaku tindak pidana 

yang masih berstatus anak. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan 

hukuman pidana penjara kepada Anak Terdakwa I yang berusia 15 (Lima 

Belas) tahun selama 1 tahun 4 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) dan Anak Terdakwa II berusia 17 (Tujuh Belas) tahun saat 

kejadian dijatuhkan pidana penjara selama 9 bulan di LPKA terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “di muka umum 

secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang 

menyebabkan luka berat.”  

Putusan ini dijatuhkan setelah hakim mempertimbangkan berbagai 

aspek dan bukti yang menunjukkan bahwa kedua terdakwa terbukti 

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan 

secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan luka berat. 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa perbuatan 

para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU Nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Status kedua terdakwa sebagai 

anak di bawah umur dengan Terdakwa Anak I berusia 15 tahun dan 

Terdakwa Anak II berusia 17 tahun saat kejadian  menjadi pertimbangan 

khusus dalam penanganan kasus ini sesuai dengan ketentuan UU Sistem 
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Peradilan Pidana Anak. 

Kronologi kasus ini terungkap secara detail dalam persidangan, yang 

bermula pada malam tanggal 20 Januari 2024, ketika kedua terdakwa 

dijemput oleh teman-teman mereka untuk berkumpul. Pertemuan ini 

direncanakan melalui grup WhatsApp bernama "GERIMIS ALBASE" 

dengan tujuan melakukan konfrontasi dengan kelompok lawan mereka 

yang dikenal sebagai "BTBR". Pada dini hari tanggal 21 Januari 2024, 

sekitar pukul 02.30 WIB, kedua terdakwa bersama kelompoknya 

menemukan sekitar 20 orang yang diduga anggota kelompok "BTBR" di 

depan ruko samping jembatan Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota 

Banda Aceh. 

Situasi segera memanas ketika kedua kelompok bertemu. Anggota 

kelompok "BTBR" berusaha melarikan diri ke berbagai arah, dengan 

sebagian mencari perlindungan di warung kopi Benk di Desa Lamgugob. 

Dalam situasi kacau tersebut, korban yang merupakan salah satu yang 

ternyata bukan sasaran, tetapi karena korban berada di tempat kejadian 

perkara dan mereka tetap melakukan penyerangan kepada korban hingga  

terjatuh di trotoar setelah mendapat pukulan dari menggunakan kayu. 

Terdakwa Anak I, yang telah mempersiapkan senjata tajam berupa 

parang sebelumnya, menggunakan kesempatan ini untuk membacok 

korban. Tindakan ini diperparah oleh Terdakwa Anak II yang turut serta 

dalam penyerangan dengan melemparkan botol kaca yang diperolehnya 

dari seorang rekan bernama Sdr. SAID, dimana botol tersebut mengenai 

lengan korban. Kekerasan ini baru berakhir ketika pihak kepolisian tiba 

di lokasi, yang membuat seluruh anggota kelompok "GERIMIS 

ALBASE" termasuk kedua terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian. 

Akibat serangan ini, korban mengalami luka serius sebagaimana 

tercantum dalam Surat Keterangan Medis Nomor 

024/SKM/RSUZA/I/2024. Korban menderita luka di kepala dengan tepi 
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tajam hingga mencapai tulang, serta dua luka di lengan kiri dengan tepi 

tajam yang mencapai otot. Pemeriksaan radiologi juga menunjukkan 

adanya fraktur komplit pada bagian sepertiga distal tulang ulnaris sebelah 

kiri, yang mengakibatkan korban mengalami keterbatasan dalam 

menjalankan aktivitas fisik sehari-hari. 

 

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Dalam 

Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Pengoroyokan Pada 

Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna 

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau 

alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 

menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hukum diartikan 

suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang 

terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, 

eksepsi dari terdakwa yang dihubungkandengan alat bukti yang memenuhi 

syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, 

pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari 

peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.
49

 

Pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:  

a. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 

persidangan dan oleh undangundang di tempatkan sebagai hal 

yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwakan jaksa 

penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-

barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 

b. Pertimbangan Non Yuridis yaitu pertimbangan yang dapat dilihat 

secara sosiologis dan filosofis yang dimulai dari latar belakang, 
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akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama 

terdakwa 

Pertimbangan non-yuridis dalam putusan hakim mencakup aspek 

sosiologis yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib mempertimbangkan nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan memperhatikan: 

1. Tingkat keseriusan pelanggaran dan ancaman hukumannya; 

2. Kondisi saat tindak pidana dilakukan; 

3. Profil pelaku (riwayat kriminal, usia); 

4. Motivasi melakukan tindak pidana; 

5. Perilaku terdakwa selama persidangan. 

Pertimbangan filosofis artinya hakim mempertimbangkan bahwa 

pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai sebuah upaya untuk 

memperbaiki perilaku karena hakim sebagai pembuat keputusan tidak bisa 

hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong 

Undang-Undang) tapi hakim mesti menggunakan perasaan dan 20 hati 

nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya 

keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia 

dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. 

Berdasarkan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna, majelis 

hakim telah memberikan sejumlah pertimbangan yuridis. Dalam 

pembahasan ini, penulis akan menganalisis beberapa pertimbangan hukum 

yang secara spesifik berkaitan anak dengan status terdakwa dalam kasus 

tindak pidana pengeroyokan, yaitu:  

a. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana  

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Bna, hakim memberikan pertimbangan yang mendalam 

terkait tindak pidana yang didakwa kepada anak-anak terdakwa, yang 

tercantum dalam dakwaan kesatu primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 
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KUHPidana. Hakim menilai bahwa semua unsur yang terdapat dalam 

pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh anak-

anak terdakwa.  

Pertama, hakim menilai unsur "Barang Siapa" yang merupakan bagian 

penting dalam menentukan subjek hukum dalam suatu tindak pidana. 

Dalam konteks ini, "Barang Siapa" merujuk pada individu atau badan 

hukum yang memiliki status sebagai subjek hukum, yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana. Dalam 

surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud 

dengan "Barang Siapa" adalah terdakwa anak I dan terdakwa anak II. 

Kedua terdakwa telah membenarkan identitas mereka sesuai dengan yang 

tercantum dalam surat dakwaan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 

unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, karena kedua terdakwa secara sah 

dan meyakinkan diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana yang 

didakwakan. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan 

dalam penentuan subjek hukum, yang dikenal dalam istilah hukum sebagai 

error in persona.  

Kedua, hakim mempertimbangkan unsur "dengan terang-terangan dan 

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang 

mengakibatkan luka berat." Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

selama persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa anak I 

bersama-sama dengan terdakwa anak II, serta saksi-saksi lainnya, telah 

melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban yang mengakibatkan 

luka berat. Perbuatan tersebut terjadi di depan umum, tepatnya di depan 

warkop Benk di Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda 

Aceh, yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat luas. Kejadian ini 

menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para 

terdakwa tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga dilakukan secara terbuka 

dan bersama-sama, sehingga memenuhi unsur hukum yang diatur dalam 



 

43  

pasal tersebut.  

Dengan demikian, semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 

KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Anak telah terpenuhi. Oleh karena itu, para anak terdakwa harus 

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat.  

b. Pertimbangan Hakim Pada Tidak Adanya Hal-Hal Yang Dapat 

Melepaskan Anak Dari Pertanggung Jawaban Pidana  

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus - 

Anak/2024/PN Bna, hakim memberikan pertimbangan yang mendalam 

mengenai tidak adanya hal-hal yang dapat melepaskan anak terdakwa dari 

pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat 

perbutaan melawan hukum sebagai anak. Dalam konteks hukum, terdapat 

dua kategori utama yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban 

pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.  

Pertama, hakim menilai bahwa tidak ada alasan pembenar yang dapat 

diterapkan dalam kasus ini. Alasan pembenar adalah kondisi yang 

menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga 

tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sah dan tidak dapat 

dipidana. Dalam hal ini, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 48 KUHP 

yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan karena 

adanya daya paksa, tidak dipidana." Namun, dalam fakta persidangan, 

tidak ditemukan bukti bahwa para terdakwa melakukan tindakan 

pengeroyokan di bawah tekanan atau ancaman yang tidak dapat dihindari.  

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP 

yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan untuk 

membela diri sendiri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum, 

tidak dipidana." Dalam konteks ini, jika anak terdakwa melakukan 

tindakan pengeroyokan sebagai bentuk pembelaan diri dari serangan, maka 
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tindakan tersebut dapat dianggap sah. Namun, hakim menemukan bahwa 

tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dalam 

konteks pembelaan diri, melainkan sebagai tindakan agresif yang 

direncanakan. 

Selain itu, hakim juga merujuk pada Pasal 50 KUHP yang 

menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan untuk 

melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana." Namun, tidak 

ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa merupakan 

pelaksanaan dari ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, unsur alasan 

pembenar tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. 

Kedua, hakim menilai bahwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat 

menghapuskan kesalahan para terdakwa. Alasan pemaaf adalah kondisi 

yang menghapuskan kesalahan terdakwa, meskipun perbuatan yang 

dilakukan tetap dianggap melawan hukum. Dalam hal ini, hakim merujuk 

pada Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan 

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena 

cacat akal atau gangguan jiwa, tidak dipidana." Namun, tidak ada bukti 

yang menunjukkan bahwa para terdakwa mengalami cacat akal atau 

gangguan jiwa yang dapat menghapuskan kesalahan mereka. 

Hakim juga mempertimbangkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang 

menyatakan bahwa "Kelebihan dalam pembelaan yang disebabkan oleh 

keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, 

tidak dipidana." Namun, dalam fakta persidangan, tidak ditemukan bukti 

bahwa para terdakwa bertindak di luar batas wajar dalam membela diri. 

Meskipun terdapat beberapa keadaan yang meringankan, seperti 

pengakuan dan penyesalan dari para anak terdakwa, serta janji untuk tidak 

mengulangi perbuatan, hakim menegaskan bahwa hal-hal tersebut tidak 

cukup untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.  

Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang 
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dapat melepaskan anak terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Para 

anak terdakwa tetap dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka, 

karena mereka tidak berada dalam kondisi yang dapat menghapuskan 

kesalahan mereka.  

c. Pertimbangan Hakim Terhadap Hukuman Yang Akan Dijatuhkan Terhadap 

Para Anak Terdakwa  

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus - 

Anak/2024/PN Bna, hakim memberikan pertimbangan yang mendalam 

mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para anak terdakwa. 

Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat 

meringankan dan memberatkan hukuman. 

Pada pertimbangan hukuman, hakim mempertimbangkan usia para 

anak terdakwa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berusia di bawah 12 

tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila anak dalam kelompok 

usia ini melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, mereka akan 

dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Sementara itu, anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 

mencapai 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hakim 

melihat bahwa para anak terdakwa berusia, yaitu 15 tahun dan 17 tahun, 

yang masih di bawah umur 18 tahun. 

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP
50

, yang 

berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 

menjatuhkan pidana." Hakim dalam menjatuhkan pidana akan 

mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
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2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga lebih tepat 

dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e 

Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak
51

, yaitu pidana penjara. Secara fakta persidangan bahwa 

Anak Terdakwa I berusia 15 (Lima Belas) tahun dan Anak Terdakwa II 

berusia 17 (Tujuh Belas) tahun dan sudah dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana. 

Selanjutnya pada dalam pertimbangan lamanya pidana yang 

dijatuhkan terhadap para anak terdakwa adalah dengan melihat 

berdasarkan fakta persidangan melihat perbuatan yang dilakukan oleh 

Anak I terhadap saksi korban lebih sadis bahkan dapat mengancam nyawa 

saksi korban karena Anak I melakukan kekerasan terhadap saksi korban 

dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang telah dipersiapkan 

Anak I dari rumah dan parang tersebut Anak I lah yang memesan atau 

menempahnya sendiri, sedangkan Anak II melakukan kekerasan terhadap 

saksi korban dengan melemparkan sebuah botol kaca ke arah saksi korban, 

yang botol kaca tersebut diperoleh Anak II dari Sdr. Said. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, hakim harus 

memastikan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa 

terdakwa bersalah. Pasal ini menyatakan, "Jika pengadilan berpendapat 

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Dalam konteks ini, 

hakim menegaskan bahwa semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 

KUHPidana telah terpenuhi, dan para terdakwa harus dinyatakan telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
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pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. 

 Hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat 

meringankan hukuman, seperti pengakuan dan penyesalan dari para anak 

terdakwa, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan. Namun, terdapat 

juga faktor yang memberatkan, seperti dampak sosial dari tindakan mereka 

dan luka berat yang dialami oleh korban. Dengan merujuk pada Pasal 193 

ayat (1) KUHAP, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para anak 

terdakwa, yaitu terdakwa anak I dengan pidana penjara selama 1 (satu) 

tahun 4 (empat) bulan dan terdakwa anak II dengan pidana penjara selama 

9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 

 

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan 

Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna  

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap anak pelaku pengeroyokan 

penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum pidana Islam terkait 

pertanggungjawaban pidana anak, jenis sanksi yang diterapkan, serta 

pendekatan yang digunakan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi 

mereka ke dalam masyarakat. Pembahasan ini akan menguraikan secara 

komprehensif tinjauan hukum pidana Islam terhadap anak sebagai pelaku 

pengeroyokan, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai perlakuan hukum terhadap anak dalam konteks 

syariat Islam.  

Sebagaimana yang sesuai dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Bna mencakup seberapa penting posisi hukum pidana 

Islam untuk mengawasi dan mengatasi serta malaksanakan sanksi pidana 

(„uqubat) yang setimpal dengan perilaku yang diperbuat. Hal tersebut 

sesuai dengan sifat hukum pidana yang mengikat dan memaksa serta bisa 

dipaksakan sehingga segala perilaku yang melanggar ketentuan bisa 

diberikan balasan berupa hukuman yang sesuai terhadap apa yang telah 



 

48  

diperbuat.  

Pada perspektif Hukum Pidana Islam, kasus pengeroyokan yang 

dilakukan oleh para anak terdakwa termasuk dalam jarimah turut berbuat 

langsung (Isytirak Bil-Mubasyir), adalah pelaku yang atas seorang atau 

lebih secara nyata melakukan dan turut berbuat langsung dalam melakukan 

tindak pidana dan termasuk salah satu bentuk dari (Isytirak Bil-Mubasyir) 

yaitu, al-tamalu adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang 

secara bersama dan terencana. 

Hukum Pidana Islam atau hukum Jinayah adalah segala ketentuan 

hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan 

oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai 

hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran 

dan Hadis, jika seseorang melawan akan ketentuan tersebut akan 

dikenakan hukuman berupa penjatuhan sanksi pidana („uqubat). Dalam 

hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana seseorang sangat 

dipengaruhi oleh status baligh dan ahliyyah (kecakapan hukum). Baligh 

dalam mayoritas para fuqaha seperti Imam Syafi‟i menandakan bahwa 

seseorang telah mencapai usia dewasa menurut syariat, yang ditandai 

dengan tanda-tanda fisik seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi 

bagi perempuan.  

Dalam fiqh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi 

seorang mukallaf yang dapat dibebani hukum. Baligh ini terdiri dari dua 

macam yaitu:  

a. Baligh Thabi‟I yakni baligh yang dapat diketahui dari tingkah laku atau 

tanda-tanda, seperti mimpi senggama dan perubahan suara pada laki-

laki dan menstruasi pada wanita.  

b. Baligh bi Sinni yakni baligh dengan menetapkan ketentuan umur 

apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda baligh maka ukuran 

baligh ini ditentukan dengan umur 15 tahun baik laki maupun 
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perempuan.  

Apabila anak sudah melewati masa ini tetapi belum nampak gejala-

gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka baik putera 

maupun puteri, kedua-duanya sama ditunggu sampai mereka berumur lima 

belas tahun menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu‟ Hasan. 

Ketentuan ini diambil dari hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu 

Umar; katanya: “Saya dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk 

mendaftar, untuk perang Uhud, dan pada waktu itu saya berumur empat 

bela tahun; lalu beliau tidak memperbolehkan saya ikut. Kemudian saya 

dihadapkan kepada beliau untuk perang Khandak, sedang saya pada waktu 

itu berumur lima belas tahun; maka beliau memperbolehkan saya ikut”.33 

Peristiwa Abdullah Umar ini merupakan alasan bahwa lima belas tahun 

adalah ukuran umur dewasa, dan ukuran ini sama bagi laki-laki dan 

wanita; laki-laki dianggap cukup kuat untuk turut berperang.
52

 

Sementara itu, ahliyyah merujuk pada kemampuan seseorang untuk 

memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya dalam konteks 

hukum, yaitu kemampuan seseorang untuk menanggung kewajiban yang 

telah ditetapkan oleh syara‟ terhadapnya. Ahliyyah terbagi dua yaitu 

ahliyyah wujub yang merupakan kecakapannya seseorang untuk menerima 

hak-haknya namun belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban, dan 

ahliyyah ada‟ yaitu kecakapan atau kepantasan seseorang dalam 

melaksanakan hukum kecuali masa dimulai dari seseorang dilahirnya dan 

berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun.  

Adapun yang lebih berkesinambungan adalah ahliyyah ada‟, dan 

ahliyyah ada‟ ini terdiri dari 2 bentuk yaitu :
53

 

a. Ahliyyah al-ada al-naqishah (Kecakapan Bertindak Tidak Sempurna) 
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yaitu kecakapan berbuat hukum namun belum sempurna dan lemah. 

Periode antara tamyiz (7 tahun) hingga batasan umur 15 tahun. 

b. Ahliyyah al-ada‟ kamilah (Kecakapan Bertindak Sempurna) yaitu 

kecakapan berbuat hukum secara sempurna, yaitu dimulai dari usia 15 

(lima belas) tahun hingga 18 tahun. Dimulai sejak baligh dan berakal 

sehat, juga memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan hukum. 

Oleh karena itu, di dalam Islam seseorang yang belum mencapai usia 

baligh tidak dimintai pertanggungjawaban karena masih lemahnya 

kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar).  

Sehubungan dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna 

kasus pengeroyokan yang melibatkan terdakwa Anak Terdakwa I berusia 

15 (Lima Belas) tahun dan Anak Terdakwa II 17 (Tujuh Belas) tahun, 

Islam memandang pertanggungjawaban pidana didasarkan pada syarat 

bahwa pelaku adalah seorang mukallaf, yakni individu yang telah baligh, 

berakal sehat, dan memiliki kesadaran atas tindakan yang dilakukan.  

Dalam konteks ini: 

a. Alasan Pembenar: Tidak ditemukan kondisi yang menjadikan 

perbuatan tersebut sah menurut syariat, seperti tindakan membela diri 

(difa' nafs). 

b. Alasan Pemaaf: Tidak ada kondisi yang menghapus kesalahan pelaku, 

seperti adanya unsur paksaan (ikrah) atau pelaku berada dalam 

kondisi gangguan mental (junun). 

Mencapai usia baligh menjadi salah satu indikator seseorang telah 

memiliki kemampuan untuk memahami dan memikul tanggung jawab 

hukum (taklif) dengan memandang bahwa meskipun para terdakwa adalah 

anak-anak, mereka telah memenuhi kriteria baligh berdasarkan penilaian 

hukum positif dan Islam. Oleh karena itu, mereka dianggap memiliki 

tanggung jawab atas tindakan pengeroyokan yang dilakukan. Kedua, 
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dalam konteks ahliyyah (kecakapan hukum), terdakwa berada pada posisi 

ahliyyah ada' kamilah, yang berarti telah memiliki kecakapan untuk 

melaksanakan hukum dan memikul tanggung jawab. Hal ini didasarkan 

pada dua faktor yaitu, pencapaian usia baligh dan kemampuan akal 

(tamyiz) untuk membedakan baik dan buruk.  

Didalam hukum Pidana Islam, kekuasaan penjatuhan sanksi pidana 

terhadap pelaku jarimah juga diberikan kewenangannya kepada ulil amri, 

dalam hal ini hakim termasuk kedalam bagian ulil amri yang 

bertanggungjawab dalam memutuskan dan juga menyelesaikan perkara 

jarimah yang terjadi.  

Hukum Islam mengenal tiga kategori hukuman:
54

 

1. Hudud (hukuman tetap), yaitu tidak relevan dalam kasus ini karena 

pengeroyokan tidak termasuk dalam kategori hudud; 

2. Qisas/Diyat (pembalasan setimpal atau ganti rugi), yaitu tidak 

diterapkan dalam kasus ini karena tidak ada korban jiwa; 

3. Ta'zir (hukuman diskresi), yaitu Hukuman yang diserahkan kepada 

kebijaksanaan hakim. Hukuman penjara dalam kasus ini termasuk 

dalam kategori ta'zir. 

Adapun macam-macam sanksi ta‟zir yaitu :
55

 

a. Sanksi yang berkaitan dengan badan yaitu hukuman mati dan cambuk; 

b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman 

penjara (penjara terbatas dan tidak terbatas) dan hukuman 

pengasingan; 

c. Sanksi yang berkaitan dengan harta (perampasan atau penyitaan); 

d. Sanksi ta‟zir lainnya seperti peringatan keras, dihadirkan disidang, 

nasihat, celaan, dan sebagainya. 
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Pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna kasus 

pengeroyokan yang melibatkan terdakwa Anak Terdakwa I berusia 15 

(Lima Belas) tahun dan Anak Terdakwa II 17 (Tujuh Belas) tahun tersebut 

dalam penentuan sanksi jarimah pengeroyokan sebagaimana dalam 

pertimbangan hakim terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada para 

anak terdakwa adalah Al-Uqubah Al-Badaliyah (hukuman pengganti) atau 

Ta‟zir mengingat pelaku masih anak-anak.  

Pidana penjara di LPKA tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi 

juga memberikan pembinaan moral dan spiritual kepada anak-anak, sesuai 

dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam. Sanksi tazīr dipilih untuk 

anak pelaku jarīmah menggantikan qiṣāṣ atau diyāt. Pemberian sanksi tazīr 

dianggap memenuhi kemaslahatan dalam konteks anak pelaku jarīmah 

dengan pertimbangan khusus peradilan anak, penyidikan, dan hak-hak 

anak harus diperhatikan.  
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan penelitian ini, dengan judul 

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan (Studi 

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna), dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam perkara 

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna telah mempertimbangkan berbagai 

aspek hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan. Unsur-unsur 

yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, 

di mana para anak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. 

Pertimbangan hakim juga menilai bahwa tidak adanya hal-hal yang dapat 

melepaskan anak terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal 

yang dapat menghilangkan sifat perbutaan melawan hukum sebagai 

anak. Hakim juga mempertimbangkan usia para anak terdakwa 

menjatuhkan hukuman yang tertera bahwa anak terdakwa I berusia 15 

(Lima Belas) tahun dan anak terdakwa II berusia 17 (Tujuh Belas) tahun 

dan sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.  

2. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, anak pelaku pengeroyokan yang 

berusia 15 tahun dan 17 tahun pada saat kejadian dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana, mengingat mereka telah mencapai usia 

baligh dan memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. 

Hukum Islam tidak mengenakan hukuman hadd atau qisas kepada anak, 

melainkan menerapkan hukuman ta'zir yang lebih bersifat edukatif dan 

rehabilitatif. Sanksi yang dijatuhkan kepada para terdakwa, berupa 

pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 
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mencerminkan pendekatan hukum yang berfokus pada pembinaan dan 

reintegrasi anak ke dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip 

perlindungan anak dalam Islam.  

B. Saran 

Terhadap masalah diatas, penulis memberikan beberapa saran yang 

lebih fokus pada hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Disarankan agar pihak hakim pengadilan lebih mengedepankan 

prinsip rehabilitasi seperti kebijakan diversi yang lebih efektif dalam 

penanganan kasus anak pelaku kejahatan, termasuk pengeroyokan. 

Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak tidak hanya dihukum, 

tetapi juga mendapatkan pembinaan yang dapat membantu mereka 

berintegrasi kembali ke masyarakat. 

2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai dampak dari putusan hukum terhadap anak pelaku 

kejahatan dan efektivitas program rehabilitasi di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) perlu dilakukan. Hal ini untuk 

mengevaluasi apakah pendekatan yang diterapkan sudah sesuai 

perspektif islam dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke 

dalam masyarakat 
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